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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penerapan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik di Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yvang berlaku dan bagaimana upaya hukum
yang dilakukan jika ada Pemerintah Daerah
yang melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan
Pemerintahan Daerah. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, maka dapat
disimpulkan: 1.Dalam Sistem Ketatanegaraan
dan Administrasi di Indonesia, sudah
mengadopsi, memakai dan menerapkan
“Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur”’
atau “General Principles of Good Governance”
atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB). Penerapan AAUPB Indonesia yang
dipakai dalam Sistem Pemerintahan di Daerah
terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan. 2. Ada dua upaya hukum
yang dapat dilakukan jika ada Pemerintah
Daerah yang melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan
Pemerintahan Daerah atau dalam
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN), yakni: - Upaya administrasi. Upaya
administratif artinya upaya melalui Instansi
atau Badan TUN atau dilaksanakan dalam
lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur
yang dimaksud di atas terdiri dari dua bentuk,
meliputi: Banding administratif, dalam hal
penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh
instansi atasan atau instansi lain dari yang
mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
Keberatan, yaitu penyelesaian upaya
administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan
atau Pejabat TUN vyang mengeluarkan
keputusan. - Gugatan. Apabila seluruh
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prosedur dan kesempatan tersebut di atas
telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan
masih tetap belum puas, maka barulah
persoalannya dapat digugat atau disengketakan
dan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya,
sengketa TUN dapat diselesaikan atau
ditempuh melalui Gugatan atau Upaya
Peradilan. Agak berbeda apa yang terjadi pada
prosedur banding administrasi, pada
Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu
memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN,
hanya melakukan pengujian terhadap KTUN
yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.
Kata kunci: Implementasi, asas-asas umum
pemerintahan yang baik, pemerintah daerah.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pengaruh yang cukup besar
dirasakan oleh Pemerintah di daerah dengan
munculnya wacana otonomi daerah adalah
dibentuklah pengganti UU No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
yaituUU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana juga yang
telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, diganti kembali
dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentangdan
terakhir kali diganti dengan UU No. 23 Tahun
2014.

Selain berkaca kepada UU No. 23 Tahun
2014Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah sebagai badan yang diberikan
kewenangan oleh Undang-Undang untuk
menjalankan dan melaksanakan apa vyang
menjadi  tugas, fungsi, wewenang dan
kekuasaan di daerah juga harus berdasarkan
AAUPB yang telah diatur di dalam UU No. 28
Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraYang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
di mana asas ini disebut sebagai Asas-Asas
Umum Penyelenggaraan Negara dan UU No. 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
yang menamakan asas ini dengan Asas-Asas
Pelayanan Publik. Selain dalam kedua aturan
tersebut, asas inipun telah dimasukan dalam
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.Ditinjau dari satuan ini yang
menyebutkan bahwa di mana AAUPB ini
sangatlah penting, hal ini disebabkan karena
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asas ini sebagai salah satu dasar diajukannya
gugatan tata usaha negara.

Negara adalah sebuah organisasi yang
memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang
berbunyi:  “...untuk  membentuk  suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial....”. Untuk mencapai tujuan
dan cita-cita perjuangan bangsa yaitu
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,
maka syarat pertama adalah mewujudkan
Penyelenggara Negara yang mampu
menjalankan fungsi dan tugasnya secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Untuk itu perlu diletakkan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik atau Asas-Asas Umum
Penyelenggaraan Negara supaya bisa tercipta
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
(Goodand Clean Governance).Kemudian, peran
serta masyarakat sangat diperlukan untuk
mengawasi mereka, baik eksekutif, yudikatif
atau pun legislatif supaya tetap berpegang
teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini.
Pemerintahan baik dan bersih dapat terlaksana
dengan baik sebagaimana yang telah diatur
dalam Undang-Undang saat pemerintah
memahami hukum. Undang-Undang telah
memberikan dasar proses pemerintahan yaitu
dengan memberikan AAUPB.

Namun, di dalam praktik yang terjadi di
lapangan banyak Pemerintah Daerah dalam hal
ini Gubernur, Bupati dan Walikota
mengabaikan dan seakan-akan telah
melupakan keberadaan AAUPB tersebut
sehingga tidak tercapainya Pemerintahan yang
Baik dan Bersih atau Good Governance dan
Clean Governmentdi Daerah. Hal ini yang
menyebabkan Penulis tertarik mengangkat
judul  “Implementasi  Asas-Asas  Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam
Mewujudkan Prinsip Good Governance and
Clean Government di Pemerintahan Daerah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik di Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan
jika ada Pemerintah Daerah yang
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik dalam menjalankan
Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah metode “Yuridis
Normatif” yaitu dengan mengumpulkan bahan-
bahan atau data-data dari tulisan-tulisan
hukum dan literatur hukum dengan mengacu
kepada norma-norma hukum yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan, serta
asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin dan
yurisprudensi. Metode Yuridis Normatif itu
sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan
antara lain: pendekatan peraturan perundang-
undangan (statue approach), pendekatan kasus
(case approach), dan pendekatan historis
(historical approach).

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas-Asas Umum Yang
Pemerintahan Baik (AAUPB) Di Daerah
Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku
Seiring dengan perjalanan waktu dan proses

ketatanegaraan di Indonesia, Algemene

Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Asas-

Asas Umum  Pemerintahan Yang Baik

dituangkan atau dimuat dalam Hukum Tertulis

atau Undang-Undang di Indonesia.

1. MenurutPasal 3 UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN)

Seiring dengan perjalanan waktu dan
perubahanPolitik dan Hukum Administrasi di
Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan
dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format
yang berbeda dengan AAUPB dari negeri
Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999




disebutkan beberapa Asas Umum

Penyelenggaraan Negara (AAUPN), vaitu

sebagai berikut:

a. “Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam
Negara hukum vyang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negara;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu
asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan Negara;

c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka
diri terhadap hak untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif  tentang  penyelenggaraan
Negara dengan tetap memerhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia Negara;

e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban penyelenggara Negara;

f. Asas Profesionalitas, vyaitu asas vyang
mengutamakan keahlian yang berdasarkan
kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas, vyaitu asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara
sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.?
Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28

Tahun 1999 tersebut di atas pada awalnya

ditujukan untuk para penyelenggara Negara

secara keseluruhan. Berbeda dengan asas-asas
dalam AAUPB vyang sejak semula hanya
ditujukan kepada pemerintah dalam arti
sempit, sesuai dengan istilah “bestuur” pada

“algemene beginselen van behoorlijk bestuur”,

bukan “regering” atau “overheid”, yang

mengandung arti pemerintah dalam arti luas.

3UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Pasal 3
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2. Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B UU No.
9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
Dalam perkembangan Ketatanegaraan di

Indonesia, asas-asas yang tercantum dalam UU

No. 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan

diterapkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan dalam proses peradilan di

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni

setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintah hal itu
dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah yang menetapkan:

“Penyelenggaraan pemerintahan
berpedoman pada Asas Umum
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
asas kepastian hukum; asas tertib
penyelenggara negara; asas kepentingan
umum; asas keterbukaan; asas
proporsionalitas; asas profesionalitas; asas
akuntabilitas; asas efisiensi; dan asas
efektivitas”.*

Adapun penerapan AAUPB ke dalam praktik
peradilan di PTUN terlihat dalam Pasal 53 Ayat
(2) huruf b disebutkan “Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik”.
Lebih jauh dijelaskan dalam penjelasannya yang
dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas:

1. “kepastian hukum;

2. tertib penyelenggaraan negara;

3. keterbukaan;

4. proporsionalitas;

5. profesionalitas;
6. akuntabilitas”.’

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

*UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal
20.

>UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal
53 Ayat (2)
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3. Menurut Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Perkembangan Politik dan Hukum

Administrasi di Indonesia semakin terus

terlihat, sebab di dalam UU No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik dijadikan

sebagai Asas dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagai pedoman

Penyelenggara Pemerintahan Daerah,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang

berbunyi:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
berpedoman pada asas penyelenggaraan
pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. “kepastian hukum;

b. tertib penyelenggara negara;

c. kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efisiensi;

i. efektivitas; dan

j. keadilan”.?

Dapat dilihat bahwa terjadi adanya
penambahan satu asas dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah terbaru, yakni Asas
Keadilan.Sehingga Berdasarkan rumusan pasal
ini terlihat terdapat tigaasas tambahan, yaitu
Asas Efisiensi, Efektivitas dan Keadilan dari
sebelumnya menurut UU No. 28 Tahun 1999.

4. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan
Dalam rangka menyelesaikan Sengketa TUN,

dapat ditempuh melalui upaya administrasi dan

gugatan.Upaya administratif artinya upaya
melalui Instansi atau Badan TUN atau
dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan
sendiri.

Prosedur yang dimaksud di atas terdiri dari
dua bentuk, meliputi:

1. “Banding administratif, dalam hal
penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh
instansi atasan atau instansi lain dari yang

®UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 58

mengeluarkan keputusan yang
bersangkutan.

2. Keberatan, vyaitu penyelesaian upaya
administrasi yang dilakukan sendiri oleh
Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan
keputusan”.’”

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan
tersebut di atas telah ditempuh, dan pihak yang
bersangkutan masih tetap belum puas, maka
barulah persoalnnya dapat digugat atau
disengketakan dan diajukan ke pengadilan.
Selanjutnya, sengketa TUN dapat diselesaikan
atau ditempuh melalui Gugatan atau Upaya
Peradilan. Penyelesaian melalui peradilan ini
menurut Pasal 51Ayat (3) harus diajukan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini
dapat dilihat dalam isi pasal tersebut yaitu
“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan di tingkat pertama sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48.”

Jika dalam mengeluarkan KTUN, ada pihak
yang merasa dirugikan baik Orang atau Badan
Hukum Perdata maka dapat diajukan Gugatan
Tata Usaha Negara di PTUN.Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 53 Ayat (1)UU No. 5 Tahun 1986
junctoUU No. 9 Tahun 2004 yaitu “Orang atau
badan  hukum  perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang vyang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Agak berbeda apa vyang terjadi pada
prosedur banding administrasi, pada
Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu
memeriksa dan memutuskan Sengketa TUN,
hanya melakukan pengujian terhadap KTUN
yang disengketakan hanya dari segi hukum saja.
Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka
(11) UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara bahwa “Gugatan adalah permohonan
yang berisi tuntutan terhadap badan atau

Titik Triwulan Tutik dan H. Ismu Gunadi Widodo, Op.Cit.,
him. 589




pejabat tata usaha negara dan diajukan ke

pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

PTUN mengemban tugas dan memiliki
wewenang sebagaimana terdapat dalam Pasal
47 UU No. 5 Tahun 1986juncto UU No. 51
Tahun 2009 vyang isinya sebagai berikut
“Pengadilan bertugas  dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan
Sengketa Tata Usaha Negara”.

Hal ini disebabkan dalam Pasal 53 Ayat (2)
menegaskan bahwa Alasan-alasan yang dapat
digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu  bertentangan  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik” .2
Dalam PTUN, hakim berperan lebih aktif

dalam proses persidangan guna memperoleh
kebenaran materiil dan untuk itu mengarah
pada pembuktian bebas. Suatu gugatan TUN
pada dasarnya tidak bersifat menunda
pelaksanaan KTUN vyang disengketakan.
Gugatan dalam PTUN dapat disampaikan secara
lisan dan akan dirumuskan oleh Panitera, serta
bagi mereka yang tidak mampu diberikan
kemudahan dengan cuma-cuma, bila
kepentingan penggugat itu mendesak dapat
mengajukan permohonan untuk dilakukan
pemeriksaan dengan cepat.

Ciri khas atau hukum acara PTUN terletak
pada asas-asas hukum vyang melandasinya,
yaitu:

a. Asas Praduga Rechtmatig (vermoeden van
rechtmatigheid = praesumptio iustae causa).
Asas ini mengandung makna bahwa setiap
tindakan penguasa selalu harus dianggap
rechtmatig sampai ada pembatalannya.

b. Asas Pembuktian Bebas. Artinya hakim yang
menetapkan beban pembuktian. Hal ini
berbeda dengan Ketentuan Pasal 1865 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW).
Asas ini dianut Pasal 107 UU No. 5 Tahun
1986, hanya saja masih dibatasi ketentuan
Pasal 100.

8JU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009
tentang PTUN, Pasal 53 ayat (2)
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c. Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis).
Keaktifan  hakim  dimaksudkan  untuk
mengimbangi kedudukan para pihak karena
tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN
sedangkan penggugat adalah Orang atau
Badan Hukum Perdata. Penerapan asas ini
antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal
58, Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan
Pasal 85.

d. Asas Putusan Pengadilan Mempunyai
Kekuatan Mengikat (Erga Omnes). Sengketa
TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan
demikian Putusan PTUN berlaku bagi siapa
saja, tidak hanya bagi para pihak yang
bersengketa. Dalam rangka ini kiranya
ketentuan Pasal 83 tentang intervensi
bertentangan dengan Asas Erga Omnes.’

Subjek dalam sengketa PTUN adalah mereka
yang disebut sebagai Badan atau Pejabat
TUN.Pasal 1 Angka 8 UU No. 5 Tahun 1986
juncto UU No. 51 Tahun 2009 mengatakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
badan atau pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Badan
atau Pejabat TUN dapat memberikan
wewenang untuk mengeluarkan KTUN kepada
Badan atau Pejabat TUN yang lain secara
atribusi, mandat dan delegasi. Sebagai jabatan
TUN yang memiliki kewenangan pemerintah,
sehingga dapat menjadi pihak Tergugat dalam
Sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam:

1. Instansi resmi pemerintah yang berada di
bawah Presiden sebagai Kepala Eksekutif;

2. Instansi-instansi dalam kekuasaan negara di
luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku, melaksanakan urusan
pemerintahan;

3. Badan-badan hukum privat yang didirikan
dengan maksud untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan;

4. Instansi-instansi yang merupakan kerja
sama antara pemerintahan dan pihak

*Tim Pengajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara,“Bahan Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara”, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi Manado, 2012, him. 13-14.
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swasta yang melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan.

Objek dalam sengketa PTUN adalah Surat
KTUN vyang tertulis.Istilah penetapan tertulis
terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada
bentuk formalnya.Sebab persyaratan tertulis itu
diharuskan untuk kemudahan dalam segi
pembuktian. Sehingga sebuah memo atau nota
dapat memenuhi syarat tertulis menurut
ketentuan tersebut asal dalam memo atau nota
tersebut dengan jelas menyebut beberapa hal,
yakni:

a. Badan atau Jabatan TUN mana vyang
mengeluarkannya;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan
itu;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa
yang ditetapkan di dalamnya.

Ketentuan harus tertulis terdapat
pengecualiannya yang disebutkan pada Pasal 3
UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:

1. “Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal
itu menjadi kewajibannya, maka hal
tersebut disamakan dengan KTUN.

2. lJika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon,
sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dimaksud sudah lewat, maka
Badan atau Pejabat TUN tersebut
dianggap telah menolak mengeluarkan
keputusan yang dimaksud;

3. Dalam hal peraturan perundang-
undangan vyang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah
lewat waktu empat bulan sejak
diterimanya permohonan, Badan atau
Pejabat TUN vyang  bersangkutan
dianggap telah mengeluarkan keputusan

penolakan”.*

Dalam upaya peradilan, terdapat
pemeriksaan dengan acara cepat dan biasa,
yakni:

a. “Pemeriksaan dengan acara cepat

berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Apabila
terdapat kepentingan penggugat yang

%YuU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pasal 3.

cukup mendesak yang harus dapat
disimpulkan dari alasan-alasan
permohonannya, penggugat dalam
gugatannya dapat memohon kepada
Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa
dipercepat” Dalam pemeriksaan cepat
hanya dilakukan olehHakim Tunggal
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99
Ayat (1)."!

b. Pemeriksaan dengan acara biasa
berdasarkan Pasal 68. Pemeriksaan biasa
ini dilakukan oleh tiga orang hakim,
sebagaimana dijelaskan dalam Ayat
(1),,_12

Hal mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara
di PTUN, ada beberapa hal vyang harus
diperhatikan.Menurut Pasal 54 Ayat (1) gugatan
Sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman atau
kedudukan tergugat. Gugatan tersebut harus
dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan
menjadi pegangan bagi pengadilan dan para
pihak selama pemeriksaan.

Suatu gugatan yang diajukan ke PTUN harus
memuat hal-hal yang merupakan syarat formil
suatu gugatan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 56, yaitu:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,
dan pekerjaan penggugat, ataukuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan
tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk
diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani
oleh seorang kuasa penggugat,

maka gugatan harus disertai surat kuasa
yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga
disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan oleh penggugat.Apabila tergugat
lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara dan berkedudukan tidak dalam satu
daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan salah satu Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara.Dalam hal

"'UU No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009
tentang PTUN, Pasal 98ayat (1).
2Jy No. 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009
tentang PTUN, Pasal 68ayat (1).
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tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam
daerah hukum Pengadilan tempat kediaman
penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya
diteruskan kepada Pengadilan yang
bersangkutan.

Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat
sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,
gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan
yang berwenang vyang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman penggugat. Adapun
apabila penggugat dan tergugat berkedudukan
atau berada di luar negeri, gugatan diajukan
kepada Pengadilan di Jakarta serta apabila
tergugat berkedudukan di dalam negeri dan
penggugat di luar negeri, gugatan diajukan
kepada Pengadilan di tempat kedudukan
tergugat.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam Sistem Ketatanegaraan dan
Administrasi di Indonesia, sudah
mengadopsi, memakai dan
menerapkan “Algemene Beginselen van
Behoorlijk  Bestuur” atau “General
Principles of Good Governance” atau
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB
Indonesia yang dipakai dalam Sistem
Pemerintahan di Daerah terdapat
dalam beberapa peraturan perundang-
undangan.
2. Ada dua upaya hukum yang dapat
dilakukan jika ada Pemerintah Daerah

yang melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik dalam
menjalankan Pemerintahan Daerah

atau dalam mengeluarkan Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN), yakni: -
Upaya administrasi. Upaya
administratif artinya upaya melalui
Instansi atau Badan TUN atau
dilaksanakan dalam lingkungan
pemerintahan sendiri. Prosedur yang
dimaksud di atas terdiri dari dua
bentuk, meliputi: Banding administratif,
dalam hal penyelesaiannya itu harus
dilakukan oleh instansi atasan atau
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instansi lain dari yang mengeluarkan
keputusan yang bersangkutan.
Keberatan, yaitu penyelesaian upaya
administrasi yang dilakukan sendiri oleh
Badan atau Pejabat TUN vyang
mengeluarkan keputusan. - Gugatan.
Apabila  seluruh prosedur  dan
kesempatan tersebut di atas telah
ditempuh, dan pihak yang
bersangkutan masih tetap belum puas,
maka barulah persoalannya dapat
digugat atau disengketakan dan
diajukan ke pengadilan. Selanjutnya,
sengketa TUN dapat diselesaikan atau
ditempuh melalui Gugatan atau Upaya
Peradilan. Agak berbeda apa vyang
terjadi pada  prosedur banding
administrasi, pada Pengadilan Tata
Usaha Negara pada waktu memeriksa
dan memutuskan Sengketa TUN, hanya
melakukan pengujian terhadap KTUN
yang disengketakan hanya dari segi
hukum saja.

B. Saran

1.

Dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, memang telah mengadopsi dan
menerapkan “Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur” atau “General Principles
of Good Governance” atau Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun
dalam penerapannya di dalam peraturan
perundang-undangan tersebut, diterapkan
dengan format dan istilah yang berbeda.
Istilah yang dipakaiadalah Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, Pasal 3 UU No. 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN), mengistilahkannya
dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan
Negara (AAUPN) Pasal 53 Ayat (2) Huruf b
UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara vyang
menamakan asas ini dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 58
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  mencantumkan
Asas-Asas Pelayanan Publik (AAPP), Pasal
10 ayat (1) Undang—Undang Nomor 30
Tahun 2014  Tentang  Administrasi
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Pemerintahan menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh
karena itu, diharapkan dalam
penerapannya ke dalam  peraturan
perundang-undangan haruslah memakai
istilah yang sama agar pemerintah maupun
masyarakat dapat mengerti dan memahami
dengan mudah akan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

2. Dalam mengeluarkan Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN), pemerintah
diharapkan untuk selalu memperhatikan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB), sebab asas-asas tersebut
merupakan pedoman dalam menjalankan
pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Orang atau Badan Hukum Perdata yang
merasa dirugikan akibat Keputusan yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha, diharapkan untuk melakukan upaya
hukum, agar terciptanya suatu penegakan
hukum dan dapat memberikan kepastian
hukum dalam sistem hukum di Indonesia.
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